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Abstrak 

Pemerintah mewajibkan pemilik Kartu SIM melakukan registrasi dengan 
menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) 
mulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Registrasi ini wajib dilakukan 
bagi pemilik Kartu SIM baru maupun Kartu SIM lama. Bagi pemilik Kartu SIM 
baru yang tidak melakukan registrasi, tidak dapat menggunakan Kartu SIM tanpa 
melakukan aktivasi dengan registrasi, sedangkan sanksi bagi pengguna lama akan 
mendapatkan pemblokiran layanan secara bertahap. Pemberlakuan registrasi Kartu 
SIM sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
14 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 12 Tahun 2016. Hingga diberlakukannya kebijakan ini, Pemerintah belum 
memiliki Undang-Undang yang secara khusus melindungi data pribadi yang telah 
diserahkan oleh masyarakat, serta aturan yang jelas terkait pengelolaan data tersebut. 
Hasil penelitian hingga saat ini tidak terdapat perlindungan data pribadi penduduk 
dalam program pendaftaran Kartu SIM karena perngaturannya masih belum 
komperehensif dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. 

Abstract 

The government requires SIM card owners to register by submitting a Population 
Registration Number (NIK) and Family Card Number (KK) starting 31 October 
2017 to 28 February 2018. This registration must be done for owners of new SIM 
Cards and old SIM Cards. For new SIM card owners who do not register, they 
cannot use the SIM card without activating with registration, while sanctions for 
old users will gradually get service blocking. The application of SIM Card registra- 
tion is in accordance with the Regulation of the Minister of Communication and 
Information No. 14 of 2017 Amendment to the Regulation of the Minister of Com- 
munication and Information No. 12 of 2016. Until the enactment of this policy, the 
Government does not yet have a law that specifically protects personal data that has 
been submitted by the public and clear rules related to data management. The re- 
search results to date there is no protection of the personal data of the population in 
the SIM Card registration program because the regulations are still not comprehen- 
sive and are spread in several laws and regulations. 
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1. Latar Belakang 

Data Privacy atau Data pribadi merupakan 

data baik berupa dokumen maupun melekat pada 

diri orang tersebut yang dimiliki dan dilindungi 

setiap individu, yang tidak dapat diketahui umum 

tanpa persetujuan, berkaitan dengan hak privasi 

(Mega 2018). Masalah Privasi ditulis untuk pertama 

kalinya pada tahun 1980 oleh dua orang warga Amerika, 

Waren dan Brandels dengan artikel “The right to pri- 

vacy” dalam Harvard Law Review, salah satu uraian 

mereka yaitu “Hak untuk tidak diganggu” (the right to 

be alone)(Smits, 1991). Penggunaan istilah mengenai 

data pribadi maupun informasi data pribadi memiliki 

perbedaan di setiap negara, meski secara konsep memiliki 

arti yang sama. Penggunaan istilah informasi pribadi 

digunakan di Kanada, Amerika Serikat dan Australia, 

sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan istilah data 

pribadi (Putri, 2017). Menurut Rancangan Undang- 
Undang Perlindungan Data   Pribadi   (RUU   PDP), 

data pribadi adalah “setiap data tentang kehidup- 

an seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau 

dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikom- 

binasi dengan informasi lainnya baik secara lang- 

sung maupun tidak langsung melalui sistem elek- 

tronik dan/atau non elektronik”(Pemerintah 

Republik Indonesia 2014). 

Data pribadi yang dijamin oleh Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminis- 

trasi kependudukan (UU Adminduk Lama). 

Seperti yang tercantum dalam pasal 84. UU 

Adminduk Lama data pribadi penduduk yang 

harus dilindungi: Nomor KK (Kartu Keluarga); 

NIK (Nomor Induk Kependudukan); Tanggal/ 

bulan/tahun lahir; Keterangan tentang kecacatan 

fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK 

ayah; dan Beberapa isi catatan Peristiwa Penting. 

UU Adminduk Lama mengalami beberapa 

perubahan pasal pada Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 (UU Adminduk Baru), pasal 84 meru- 

pakan salah satu pasal yang mengalami perubahan. 

Perubahan pasal tersebut berbunyi: Data Pribadi 

Penduduk yang harus dilindungi memuat: Kete- 

rangan tentang cacat fisik dan/atau mental; Sidik 

jari; Iris mata; Tanda tangan; dan Elemen data lain- 

nya yang merupakan aib seseorang. 

Perubahan dalam pasal 84 diketahui bahwa 

NIK dan KK tidak lagi mendapatkan perlindungan 

sebagai data pribadi. Urgensi dari perlindungan 

data pribadi kian meningkat karena data pribadi 

dapat disalah gunakan dan mencederai hak pemilik 

data pribadi tersebut. Memandang dari segi kon- 

sep hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki 

manusia semata-mata karena ia manusia berdasar- 

kan martabatnya sebagai manusia (Riyadi, 2008). 

Maka kaitannya dengan hal ini, setiap orang memi- 

liki hak untuk tidak dikenakan tindakan sewenang- 

wenang ataupun serangan yang tidak sah terhadap 

kehidupan pribadinya atau barang milik priba- 

dinya termasuk hubungan komunikasinya oleh 

pejabat negara yang melakukan proses penyeli- 

dikan dan/atau penyidikan dalam suatu tindak pi- 

dana adalah salah satu hak asasi yang fundamen- 

tal (DUHAM 1948). 

Hak yang demikian ini telah diatur dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selan- 

jutnya disebut DUHAM yang dilaksanakan pada 

10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris) pada 

pasal 12 yang intinya setiap orang berhak men- 

dapatkan perlindungan terhadap urusan pri- 

badinya, termasuk didalamnya adalah data pribadi 

yang dimilikinya. Dalam instrumen - instrument 

Universal perlindungan data pribadi juga tersirat 

pada pasal 17 Konvenan tentang Hak-hak Sipil dan 

Politik (selanjutnya disebut kovenan hak sipol) 

yang disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, 

pengesahan, dan pernyataan dengan Resolusi 

Majelis Umum 2200A (XXI) 16 Desember 1966. 

Pada pasal 17 ini dinyatakan mengenai perlin- 

dungan hukum terhadap campur tangan yang se- 

wenang-wenang dan tidak sah atas kerahasiaan 

pribadinya. Keberadaan adanya landasan hak asasi 

manusia hanya demi kepentingan manusia itu sen- 

diri, maksudnya setiap individu dapat menikmati 

hak asasinya sendiri sebagai manusia (Masyhur, 

1994). 
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Di Indonesia, pelindungan data pribadi telah
dijamin pada UUD NKRI 1945 pada pasal 28G
Ayat (1) dimana nampak secara implisit menya-
takan bahwa “setiap orang berhak atas perlin-
dungan pribadi diri, keluarga, kehormatan, mar-
tabat, dan harta benda yang dibawah ke-
kuasaanya,..”. Tidak hanya Konstitusi, beberapa
aturan lain di Indonesia juga mengatur mengenai
perlindungan data pribadi untuk menghindari ada-
nya penyalah gunaan yang dapat melanggar HAM
pemilik data pribadi tersebut maupun dapat
menimbulkan kerugian seperti kerugian materiil
maupun berupa pencemaran nama baik dan kehor-
matan. Perlindungan data pribadi juga dijamin
oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Infor-
matika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem
Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016 tentang
PDP), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik (UU ITE). Dengan dasar hukum
yang begitu kompleks untuk melindungi data
pribadi ini, nampak bahwa data pribadi menjadi
hal yang penting untuk dilindungi oleh diri pribadi
dan bahkan dijamin oleh pemerintah.

Sejak di berlakukannya kewajiban registrasi
Kartu SIM bagi pelanggan baru maupun pelanggan
lama pengguna jasa layanan telekomunikasi pada
31 Oktober 2017, serentak seluruh masyarakat
menyerahkan NIK dan KK. Pelanggan pengguna
layanan jasa telekomunikasi lama yang sudah
memiliki kartu SIM sebelum tanggal 31 Oktober
2017 diwajibkan melakukan registrasi ulang.
Registrasi ini diberi batas waktu hingga 28 Februari
2018, sanksi yang diberikan pada pengguna baru
maka nomor teleponnya tidak bisa diaktifkan, se-
dangkan bagi pengguna layanan jasa telekomu-
nikasi lama yang tidak melakukan registrasi hingga
tenggat waktu maka layanan yang digunakan akan
diblokir secara bertahap. Pemerintah mewajibkan
pengguna layanan jasa telekomunikasi melakukan

registrasi dengan alasan demi memberikan perlin-
dungan terhadap masyarakat dari ancaman
tindakan kriminal melalui layanan telekomunikasi
dengan menyalahgunakan nomor ponsel.

Dasar hukum registrasi kartu SIM ini ter-
tuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan
Jasa Komunikasi (Permenkominfo Tentang Regi-
trasi Kartu SIM). Dalam peraturan menteri komuni-
kasi dan informatika ini terdapat tata cara, sanksi
dan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan
pendaftaran kartu SIM. Diatur pula pada pasal 17
bahwa nantinya data pelanggan akan disimpan
oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Hal ini
bertentangan dengan apa yang disampaikan
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dirjen Dukcapil) dalam konferensi persnya.

Dirjen Dukcapil memberikan janji bahwa
pemerintah akan memberikan jaminan keamanan
bagi NIK dan KK yang telah diserahkan dalam
kewajiban registrasi Kartu SIM, sebab data tersim-
pan dan tidak dapat diubah pada server Dukcapil.
Operator juga dilarang untuk membocorkan segala
data pribadi milik pelanggan. Jika terdapat pelang-
garan sudah terdapat sanksi hukum yang akan di-
berikan kepada operator. Namun demikian, peme-
rintah hingga saat ini belum memiliki aturan yang
komperehensif (dalam satu UU) tentang per-
lindungan data pribadi, meski dalam Prolegnas
DPR telah merencanakan dan Pemerintah telah
mengusulkan draf awal soal RUU tentang perlin-
dungan data pribadi. Pemerintah juga belum me-
miliki dasar hukum yang secara jelas yang menun-
jukan regulasi data pribadi masyarakat yang telah
melakukan pendaftaran kartu SIM. Padahal tata
cara registrasi untuk mendaftarkan kartu SIM
mengharuskan masyarakat mencantumkan NIK
dan Nomor KK yang mana dua item ini menurut
UU Adminduk merupakan data pribadi yang
perlindungannya dijamin oleh pemerintah.
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Pemerintah memang memiliki kewenangan
dan dasar hukum untuk membuat masyarakat me-
matuhi kebijakan yang diberlakukan oleh Peme-
rintah. Namun mengingat data pribadi yang diwa-
jibkan untuk diserahkan meliputi hak yang dijamin
oleh Negara bahkan pada Deklarasi Universal
HAM, namun pengaturan perlindungan dan regu-
lasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka
dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar
yang kuat dan komperehensif dapat mencederai
hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat karena
adanya kekuasaan yang digunakan oleh Peme-
rintah mewajibkan masyarakat menyerahkan data
pribadinya. Sehingga dari pemaparan diatas dapat
diketahui adanya permasalahan hukum yang ter-
jadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan
data pribadi masyarakat dalam kewajibannya men-
daftarkan kartu SIM sudah memberikan perlin-
dungan yang tepat.

2. Metode

Jenis penelitian dalam menggunakan
penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-
empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk
menelaah kaidah hukum normatif yang dilihat dari
segi penerapannya. Penelitian normatif-empiris ini
dilakukan untuk mencermati bagaimana peme-
rintah memberikan perlindungan data pribadi
masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan
kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang
tepat kemudian bagaimana pelaksanaan perlin-
dungan tersebut dilihat dari penerapan peraturan-
perundang-undangan.

Dengan mempertimbangkan perspektif yang
penulis gunakan dalam mengkaji perlindungan
data pribadi masyarakat dalam kewajibannya
mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan
perlindungan yang tepat pada penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif-
empiris dengan studi kasus hukum (judicial case
study). lPenelitian ini lmenggunakan pendekatan
yuridis karena berpijak pada ketentuan-ketentuan

hukum pidana nasional sebagai dasar normatif,
sedangkan pendekatan unsur empiris, karena
dalam penelitian ini melakukan peninjauan
pelaksanaan ketentuan yuridis tersebut, termasuk
mengkaji beberapa hal yang berpengaruh pada
pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku di
masyarakat di telah dari sisi empiris.

3. Pembahasan
3.1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap

Data Pribadi
Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh

Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo), registrasi Kartu SIM dilakukan
dalam rangka memberi perlindungan masyarakat
dari tindakan kriminalitas melalui layanan jasa tele-
komunikasi dengan menyalah gunakan nomor
ponsel oleh pihak – pihak yang tida bertanggung
jawab, biasanya berupa penipuan, pengancaman,
bahkan hingga terorisme. Selain mencegah tindak-
an kriminalitas, terdapat tujuanSingle Identity Num-
ber yang akan segera dilakukan pemerintah, nan-
tinya NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk
semua urusan publik, pelayanan publik yang di
selenggarakan pemerintah yang didasarkan pada
NIK dilakukan melalui proses integrasi, kaitannya
dalam kegiatan registrasi kartu sim NIK dan KK
pengguna layanan jasa telekomunikasi pada sistem
operator akan terintegrasi dengan database Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), jadi
identitas pemilik kartu prabayar akan terkait lang-
sung dengan data kependudukannya.

Batas waktu untuk melakukan registrasi
ulang adalah 28 Februari 2018, kemudian pengguna
baru yang membeli Kartu SIM wajib registrasi
menggunakan NIK dan Nomor KK saat aktivasi,
bila tidak maka Kartu SIM tidak dapat digunakan.
Bagi pengguna lama yang tidak melakukan regis-
trasi ulang Kartu SIM akan mendapatkan sanksi
berupa pemblokiran layanan secara bertahap yakni
pemblokiran panggilan keluar, kemudian panggil-
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an masuk dan blokir pengiriman pesan, yang ter-
akhir berupa pemblokiran layanan data seluler.
Registrasi ulang bagi pengguna baru dan lama
dapat dilakukan melalui gerai masing-masing op-
erator dengan menyiapkan NIK dan nomor KK.
Tentunya nomor identitas harus asli dan valid,
sebab akan dicek keasliannya pada server Dukcapil,
apabila nomor tidak asli maka registrasi akan
gagal. Registrasi juga dapat dilakukan melalui
layanan SMS.

Kewajiban masyarakat menyerahkan data
pribadi dalam rangka melakukan registrasi kartu
SIM kepada penyelenggara jasa telekomunikasi,
disadari sebagian masyarakat sebagai suatu hal
yang memang membutuhkan perlindungan karena
data pribadi bisa disalah gunakan dan dapat
menimbulkan kerugian yang besar dari berbagai
aspek. Namun mereka tetap melakukan pendaf-
taran karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain
apabila tidak ingin kartu SIMnya diblokir. Kebe-
radaan Pasal 26 UU ITE, Pasal 84 UU Adminduk,
PP No. 82 Tahun 2012, serta Permenkominfo ten-
tang pendaftaran Kartu SIM nampaknya kurang
memadai. Hingga kebijakan ini diberlakukan,
belum ada peraturan yang komprehensif terkait
dengan perlindungan data pribadi. Persoalan
terkait perlindungan data pribadi menjadi topik
yang hangat setelah Kementrian Informasi dan
Komunikasi mewajibkan registrasi nomor pelang-
gan yang divalidasi nomor induk kependudukan
melalui Permenkominfo Tentang Regitrasi Kartu
SIM.

3.2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi di
Indonesia

Pengaturan terhadap perlindungan data pri-
badi merupakan perlindungan hukum, sebab per-
lindungannya dijamin oleh Undang-Undang. Di
Indonesia sendiri terdapat lebih dari 30 peraturan
perundang-undangan yang menyinggung
mengenai perlindungan data pribadi, namun dari
puluhan peraturan tersebut tidak satupun terdapat

peraturan yang membahas bagaimana aliran data
pribadi ini akan dikelola dan disimpan oleh peme-
rintah. Sehingga sistem perlindungannya pun perlu
ditanyakan kepastiannya. Padahal DUHAM juga
sudah mengatur perlindungan data pribadi untuk
melindungi harga diri dan nama baik seseorang
dan keluarganya dalam pasal 12. Sedangkan
konstitusi Indonesia (UUD NKRI 1945) memuat
norma tentang perlindungan data pribadi.

Pasal 28G ayat (1) memuat “setiap orang ber-
hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, ke-
hormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya. Hak yang dimuat dalam
norma ini tidak bersifat absolut, tapi berlaku pem-
batasan berdasarkan ketentuan Pasal 28J. MK RI
memberikan tafsir terhadap Pasal 28G ayat (1)
perihal hak privasi yang dapat dikaitkan dengan
hak atas perlindungan data pribadi dalam Putusan
20/PUU-XIV/2016. Walaupun dalam konsep pri-
vacy and data protection, dua hak tersebut memiliki
perbedaan. Dalam Putusan No.5/PUU-VIII/2011,
MK juga menulis bahwa right to privacy merupakan
bagian dari hak asasi manusia (derogable rights) dan
cakupan dari right to privacy meliputi informasi atau
right to information privacy, disebut juga data pri-
vacy (data protection). Sejumlah peraturan dan putus-
an pengadilan juga meneguhkan hak privasi. Di
antaranya, Pasal 32UU 39/1999 tentang HAM dan
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights 1976.
MK pun telah memberikan argumentasi hukum
tentang hak privasi dalam tiga putusannya, yaitu,
PMK No. 006/PUU-I/2003, PMK No. 012-016-019/
PUU-IV/2006 dan PMK No. 5/PUU-VIII/2010
(Supriadi, 2016).

Berbagai macam aturan yang sudah ada,
hanya menampilkan potongan-potongan perlin-
dungan terhadap data pribadi tanpa adanya peng-
aturan yang jelas dan lengkap. Terlebih pada bagi-
an penjatuhan sanksi. Terdapat beberapa peng-
aturan perlindungan terkait data pribadi, namun
hanya berupa peraturan menteri, yakni Peraturan
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Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlin-
dungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik,
pemenuhan hak terkait perlindungan data pribadi
dalam hal ini privasi tidak cukup hanya dilindungi
dengan peraturan menteri, sebab peraturan men-
teri tidak dapat menangani kegiatan pertukaran
data yang legal.

Pengertian dari perlindungan data acapkali
diartikan sebagai bagian dari perlindungan ter-
hadap privasi (Rosadi, 2016). Menurut Allan
Westin privasi merupakan hak individu, grup atau
lembaga untuk menentukan boleh tidaknya suatu
informasi pribadi mereka akan ditunjukan atau
diserahkan kepada pihak lain, hal ini membentuk
definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut
dengan information privacy karena menyangkut
informasi pibadi (Westin, 1970). Pengaturan ter-
hadap perlindungan terhadap data pribadi timbul
karena adanya hak sebagai individu mengenai per-
setujuan mereka terhadap data pribadi yang akan
dikemukakan maupun yang akan disimpan. Selain
hak tersebut, individu memiliki hak untuk menen-
tukan metode dari pemindahan data pribadi yang
mereka miliki. Sebagai contoh di Negara-negara
Eropa terdapat prinsip pengaturan distribusi data
pribadi, yang melarang pendistribusian data pri-
badi ke Negara yang belum memiliki undang-
undang yang setara dengan negara asal dalam hal
perlindungan data pribadi (Dewi, 2017). Untuk
menghindari hal tersebut maka OECD (The Orga-
nization for Economic and Cooperation Development)
mengeluarkan suatu Guidelines yang dikenal
dengan Guidelines Governing the Protection of Pri-
vacy and Transborder Flows of Personal Data (Llyodm,
2014). Dalam OECD Guidelines terdapat 6 prinsip
dasar perlindungan data, diantaranya Prinsip
pengumpulan batasan (collection limitation principle),
Prinsip kualitas data (data quality), Prinsip tujuan
khusus (purpose specification principle), Prinsip
perlindungan keamanan (security safeguard prin-
ciple), Prinsip keterbukaan (openness principle).

Dari prinsip-prinsip diatas, urgensi adanya
Undang-Undang mengenai perlindungan data
pribadi semakin jelas sebab pengaturan yang ada
sebelumnya tidak memberikan kepastian hukum
terkait perlindungan terhadap data pribadi dalam
registrasi kartu sim. Terlebih di Indonesia sudah
diberlakukan kebijakan yang nantinya menghim-
pun data pribadi penduduk dengan jumlah yang
amat besar. Masyarakat harus tahu tujuan serta
manfaat dari pengelolaan dan penggunaan data
yang telah diserahkan tersebut.

3.3. Dasar Kewenangan Pemerintah untuk
Mengakses Data Pribadi

Pemerintah memiliki dasar prinsip untuk
dapat mengakses data pribadi, meskipun meru-
pakan hak asasi yang melekat pada warga negara
dan harus dihormati dan dilindungi oleh peme-
rintah. Dasar yang pertama adalah Harm principle,
menyatakan”seorang individu bebas bertindak se-
suka hatinya selama dia tidak mengganggu hak
orang lain dengan tindakannya tersebut”. Artinya,
kebebasan tetap memiliki batas dan negara
memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan
rakyatnya dalam bertindak untuk menghindari
kerugian antar hak tiap-tiap individu. Berdasarkan
harm principle inilah kemudian menjadi dasar
negara memiliki kewenangan untuk menjadi pe-
nengah agar tidak terjadi benturan antara pelak-
sanaan hak individu yang satu dengan hak indi-
vidu lainnya. Artinya, bahwa negara berwenang
membatasi kebebasan individu untuk menghindari
terjadinya benturan antara kebebasan individu
yang satu dengan individu yang lainnya(Muhsi,
2015).

Prinsip imperatif kategoris mendasarkan
pada dua norma, yaitu: Tiap manusia diberlakukan
sesuai martabatnya. Ia harus diberlakukan dalam
segala hal sebagai subyek, bukan obyek; Orang
harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang
menjadi dasar tindakannya memang merupakan
prinsip semesta (penghargaan terhadap manusia
yang bebas dan otonom).
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Tiap individu akan cenderung memperjuang-
kan kemerdekaan yang dimilikinya dalam kebe-
basan dan otonominya. Namun pelaksanaan kebe-
basan seseorang mungkin dapat merugikan hak
orang lain. Untuk itulah dibutuhkan hukum agar
tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain
sebagai akibat implementasi kebebasan seseorang.
Dalam hal ini, hukum bermakna sebagai sebuah
kebutuan dari setiap makhluk bebas dan otonom
yang memang harus hidup bersama. Pada titik ini-
lah timbul seruan bernuansa imperatif etik, hidup
berdasarkan hukum jika ingin hidup bersama se-
cara damai dan adil. Seruan tersebut menimbul-
kan kewajiban untuk menaati hukum. Hukum itu
sendiri adalah jumlahnya syarat yang menjamin
bahwa kehendak yang satu disesuaikan dengan
kehendak individu lainnya menurut norma umum
kebebasan (Huijbers, 1990).

Jika dua prinsip diatas dihubungkan dengan
permasalahan terkait data pribadi, dapat disim-
pulkan menjadi poin poin berikut: Pemerintah me-
miliki dasar untuk mengakses data pribadi warga;
Pemerintah harus memberikan alasan yang jelas
dan valid yang menjadi dasar untuk melakukan
hal tersebut; Pemerintah harus melindungi data
tersebut agar tidak disalahgunakan.

Poin yang sangat penting adalah poin yang
terakhir. Indonesia belum memiliki peraturan yang
komprehensif terkait dengan perlindungan data
pribadi. Peraturan yang paling relevan adalah
Permenkominfo No. 20/2016 tentang PDP. Berbeda
dengan di Malaysia, regulasi mengenai perlindung-
an data pribadi diatur secara khusus dalam Per-
sonal Data Protection Act 2010, didalamnya tegas
mengatur detail prinsip-prinsip perlindungan data
pribadi, hak-hak pemilik data, metode pemindahan
data, serta kewajiban bagi pihak yang melakukan
penyimpanan data. Selain itu terdapat mekanisme
komplain bagi seseorang yang data pribadinya
dipindah tangankan tanpa izin. Adanya undang-
undang ini juga memberikan kewenangan untuk
membentuk Komita Penasihat Perlindungan Data

Pribadi yang memiliki tugas untuk menerima la-
poran apabila terjadi pelanggaran prinsip-prinsip
yang telah dipaparkan diatas.

Pemerintah sebenarnya berhak untuk mem-
berlakukan kewajiban pendaftaran kartu SIM de-
ngan menggunakan NIK dan Nomor KK, terlebih
melihat dua prinsip yang telah dipaparkan diatas
karena Pemerintah memiliki kewenangan mewa-
jibkan masyarakatnya menyerahkan data pribadi
untuk kepentingan umum dan keamanan negara.
Tetapi dengan tidak melupakan pentingnya per-
lindungan terhadap data pribadi yang dimiliki
setiap individu, sebelum kebijakan dari pemerintah
diberlakukan seharusnya dasar aturan sudah di-
siapkan terlebih dahulu dengan aturan dan kompe-
rehensif dan jelas. Tujuan penggumpulan dan
pengelolaan data pribadi itu harus jelas serta di-
mana data pribadi tersebut akan disimpan.

Perlindungan terhadap data pribadi di-
perlukan untuk melindungi hak-hak individual di-
dalam masyarakat sehubungan dengan maraknya
perbuatan melawan hukum terkait data pribadi
seperti pengumpulan, pengelelolaan, pemosesan
dan penyebarluasan data pribadi. Hal ini juga di-
butuhkan untuk memberikan kepercayaan masya-
rakat dalam memberikan data dan informasi pri-
badi guna berbagai kepentingan masyarakat yang
lebih besar tanpa khawatir akan tindakan penyalah-
gunaan yang melanggar hak pribadinya (Wahyudi,
dkk., 2016). Sampai saat ini undang-undang per-
lindungan data pribadi di Indonesia masih pada
tahapan perancangan dalam bentuk Rancangan
Undang-Undang (RUU).

RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)
dapat dicantumkan prinsip-prinsip yang dibuat
oleh Orgànizàtion for Economic Cooperàtionànd De-
velopment/ OECD sebagai dasar acuan perlindungan
data pribadi. RUU PDP juga dapat memodifikasi
prinsip yang telah di berlakukan Malaysia. Sehingga
dalam RUU PDP ada baiknya untuk menambahkan
prinsip-prinsip tertentu, juga sebagai bentuk pem-
batasan.



Jurnal Cakrawala Hukum,  Volume 9 No. 2 Desember 2018
ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONINE 2598-6538

| 202 |

Hal lain yang patut di aplikasikan dalam RUU
PDP adalah adanya pasal yang mengatur suatu
organisasi independen yang menangani perlin-
dungan data pribadi secara khusus dan berinte-
gritas. Selain itu penyesuaian dan pengaturan tum-
pang tindihnya pengertian dari konsep data pri-
badi harus diselaraskan, sebab konsep ini yang
menjadi kunci pengurai tumpang tindihnyan atur-
an, karena ketidakjelasan konsep perlindungan
data pribadi di tiap aturan perundang-undangan.
Selain itu perlu diberikan penjelasan yang detail
terkait hak-hak yang dimiliki subyek data. Baik
berupa alasan-alasan kejadian yang membuat sese-
orang berhak untuk melakukan pelaporan serta
metode pelaporannya.

4. Simpulan

Pemerintah berdasarkan PERMENKOMINFO
Tentang Regitrasi Kartu SIM, Pemerintah Indone-
sia mengeluarkan kebijakan mengenai kewajiban
pemilik Kartu SIM untuk diregistrasikan kepada
operator menyerahkan NIK dan Nomor KK yang
mana kedua item ini menrut UU Adminduk meru-
pakan data pribadi penduduk yang wajib dilin-
dungi oleh Pemerintah. Kegiatan pendaftaran
Kartu SIM diberikan tenggat waktu dengan sanksi
berupa pemblokiran kartu SIM tersebut apabila
tidak diaftarkan hingga waktu yang telah diten-
tukan.

Namun pengaturan hukum tentang data pri-
badi di Indonesia belum mampu memberikan per-
lindungan terhadap data pribadi, dikarenakan
belum terdapat Undang-Undang yang khsus
mengatur perlindungan data pribadi. Meski dalam
beberapa peraturan perundang-undangan lain
menyinggung perlindungan data pribadi, namun
hal tersebut masih belum sesuai dengan prinsip-
prinsip perlindungan data pibadi yang berlaku
secara intenasional. Sehingga impelentasi hukum
untuk melindungi data prbadi seseorang menjadi
tidak maksimal.

Hal yang patut di aplikasikan dalam RUU
Perlindungan Data pribadi adalah adanya pasal
yang mengatur suatu organisasi independen yang
menangani perlindungan data pribadi secara khu-
sus. Selain itu penyesuaian dan pengaturan tum-
pang tindihnya pengertian dari konsep data pri-
badi harus diselaraskan, sebab konsep ini yang
menjadi kunci pengurai tumpang tindihnyan
aturan, karena ketidak jelasan konsep perlindung-
an data pribadi di tiap aturan perundang-undang-
an. Selain itu perlu diberikan penjelasan yang de-
tail terkait hak-hak yang dimiliki subyek data. Baik
berupa alasan-alasan kejadian yang membuat sese-
orang berhak untuk melakukan pelaporan, metode
pelaporannya.

Pengaturan terkait pemberian sanksi perlu
ditingkatkan dan dipertegas, hal ini penting untuk
dipikirkan secara tepat sebab menyangkut hak-hak
privasi dan hak sipil yang dimiliki oleh setiap
warga negara. Oleh karena itu, privasi dan masalah
perlindungan data pribadi telah menjadi hal men-
desak saat ini, sebab hak privasi dan perlindungan
terhadap data pribadi bukan hanya sekedar diakui
namun juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
pasal 28G Ayat (1).
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